BUPATI MUNA
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUINAAMN

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

bahwa narkoba sangat membahayakan bagi perkembangan
sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan
negara;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegzhan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Rarkotk 2
dan Prekursor Narkotika di daerah,;

bahwa bahwa  berdasarkan pertimbangan seibagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu untuk
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Geap
Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembdemtukan
Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemi>asan

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropii<a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor !0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republix Indones:a
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rep: bk

Indonesia Nomor 4301);
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Menetapkan

P

S. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 temzasng Neruotiz

(Lembaran Negara Republix Indones:a Tahun 2009 Nomer 122,
Tambahan Lembaga Negara Iismhareen Jegzra Pepuidk

Indonesia Nomor 50562}:
6. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 201 zemang Pemiemiuhas
Peraturan Perundang-uncangan ([Lezz asen Negzra Peplisiv
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, 7azh zhan lemiesery Nezzre
Republik Indonesia Nomor 5234;:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temuang Pemeszen
Daerah (Lembaran XNegara Reputiikx lLnZcnesia
Nommor 24+, Tambahan Lembasan Negara Rezu Bk
Nomor 3387] sebaga‘mana telah cdiuidah beberapz a2l terziiir
dengan Undang-Urndang Nomor 9 Tahuin 2013 (Leczz 2 Negzre
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomxmer 38, Tanb2 22 Lem=en
Nega:ra Republik Inconesia Nemor 5639;:
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2020 temamg Cimz HKemz
(Lembaran Negara Republik Incdoresia Tz=un 2020 Nez o 245.

~1]
.

- -
P o .

Tambehan Lembasran Negetra RepobiblKiskgnesi: BNaEG557:
9. Peraturan Pemerinteh Nomer 25 Tahun 2001 wm=meog
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecancu Nesichiuz (lecm 2z Nezzme
Republix Indomesia Tanhun 201 Nomer 25, Taziza'-z-
Lembaran Negara Republikindenesiz Niemes32 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Neigri Nemor 12 Tahnun 20:9 emizmg

Fasilitasl Pencegaban €an Pe=ere miaszn ProroEsitgrmsen da=

Peredaran Gelap lNesXemka dan Podhwsrsor FedugTss (Bet=
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 lezmur 1

Dengzn Persemujuan Bersama

DEWAIN PERWANILAN RAXVYAT DAZRAM XARUPAT=N WINA

-

éan
BUIPATI MUN!

PERATURAN DAZRAH TENT ANG PINCICGAIZ4E, PEMES FoRTASAN,
PERYALAHGUNAAN DAN PEZREDATAN GILaP NADu™is
PSIKOTROPIIXA. DAN OBAT TERLARANG

BARB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimatisudcdenzan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintahan Daerah acdalah penielengzaraan urusem oe memmrzta-  ARb

Pemerintah Daerah can Dewan Perwalclan Raimar D

e i -——nwa
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dan tugas pembantuan cengan prinsiy cerm yeumg sobuneduseers dalen

Cas=m

1 —eciy N L gy 3 —
sistern dan prinsip Negara Re sauan Repub¥is ndomesia SABprsimms dimaloos

= =

dalam Undang-Undang Dasar Nega:2 Republiilnconesia Tainve 1925

e ———

Rt e E———

Dipindai dengan CamScanner



10.

11,

12,

18,

14.

15,

16.

17.

18.

19.

B>

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Muna.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.
Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Muna dan

instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan

penyalahgunaan narkoba.

Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan pencegahan dan

penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif

lainnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

perilaku.

Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika

dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan

ketergantungan psikoaktif.

Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan

masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat melalui rehabilitasi

serta pembinaan dan pengawasan,

Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan Narkotika Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan

Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan

hukum,

Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang

me.nggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

L,amny.a qan .dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan

Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.

T e Soabaran, onsdies dan motvas, mela egian
i . gsaan, parenting skill, dan lain-lain.

Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
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20, Penyalahgunaan Narkoha adalah tindakan meng gunhan narlectia tangm bz 2021
melawan hukum.

21. Penyalahguna adalsh orang yang menggunakan Narieotivas, Puveopia, dan 7t
Adiktif tanpa hak atau melavan hukum.

22. Rehabilitasi Medis adalah suatu prowes kegiatzn V:-n;;c»bs.:rm wtats WrpdHiy
untuk membebaskan pecandu dan ketrrgantungan Narienties, Puikesrgrz . Can

Zat Adiktif Lainnya.

23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu prowss kegjztan pemulinzn pozrz el 2 2
fisik, mental maupun sosial, agar bekasy pecandu Narv otizz, Puives rofiz, dan 722
Adiktif Lainnya dapat kembali melak sanakan fungsi vaizl dzlzm renidugen
masyarakat.

24, Institusi Penenma Wajib Lapor yang selanjutnyva dising vzt 174l zdzlzh pusz:
kesehatan masyvarakat, rumah sakit, dan/atau lenhega rehziiezsi medis dzn
lembaga rehabilitasi sosial vang ditunjul' oleh Pf:rr':rimah

Pendidikan Dasar dan Pendidikan !Mememz zh di seluruh wilzveh “zbozzen
Muna.

26. Rumah Kost/Tempat Pemondok an vang selanjutnyva dissebur Pemonchh
rumah atau kamar yvang disediak an untuk tempat tingge! dzlzm zngvz walou
tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengzn dipungut atau izl £imun gut
bayvaran, tidak termasuk tempat tinggal Ixeluarga, 2z nod dan perngineg=sn 4
seluruh wilavah Kabupaten Muna.

27. Asrama adalah rumah/tempat yang secam khusus disediakzn, vang é:
instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan terienu vang i»ersiz eosiel ¢l
seluruh wilavah Kabupaten Muna.

28. Tempat Usaha adalah ruang k antor, ruang penjualan, ruang 1oko ruzng gxczng
ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainma vang digu naken
untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilavah Xabupaen Muna.

29. Hotel/Penginapan adalah bangunan x husus dsediakan bag a==n g umux dz=z:
menginap/istirahat, memperoleh pelavanan, dan atau fasizzs lainnua deman
dipungut bay-aran, termasuk bangunan lainnya, vang menvau dikeclz a o]
dimiliki oleh pihak vang sama, kecuali untuk pertokoan dan perzzmc ran ¢i
seluruh wilayah Kabupaten }Muna.

30. Badan Usaha adalah setiap bedan hulcum pe.'\s..ah.aan wemg diditian
berdasarkan hukum Indonesia yang wilasah keranya/on erasicnalnva bereda
dalam wilayah Kabupaten Muna.

31. Media Massa adalah media elektronik dan cetak vang berada cdalam wizah
Kabupaten Muna.

+
s
4
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Pasal 2
Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penvalahgunzan dan peredzran gelap
Narkoba adalah:
keagamaan;
keadilan;
pengavoman;
kemanusiaan;
ketertiban;

perlindung zan;
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Dipindai dengan CamScanner



keamanan;
nilai-nilai ilmiah;
kepastian hukum,;
kemitraan; dan
kearifan lokal.

il

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegzhan dan
penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba agar dzpat
terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan
berkelanjutan di daerah;

b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman pen:yalahgunazn,
peredaran gelap Narkoba;

c. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya percez zhan
dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap llarkoba; ¢z n |

d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, s#hig g2 depait (’
memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tethadap |
penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba. |

Pasal 4 II
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: .
pencegahan;
upaya khusus;
penanggulangan; ‘
pembinaan dan pengawasan; I
partisipasi masyarakat;
penghargaan;
pelaporan;
pembiayaan.

® e a0 g

—
=

BAB I
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap

penyalahgunaan, peredaran gelap Narkoba adalah:

a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi vang benar
kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Nakoba serta dampak
buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;

b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta
maupun masyarakat serta bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau instansi
terkait lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;

c. membentuk satuan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba pada setiap Perangkat Daerah: '
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d.

€.
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memfasilitasi upayva khusus, Rechabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi
Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang bekerja sama
dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah IPWL maupun non IPWL; dan

melindungi kepentingan masyarakat luas dari resiko bahaya penyalahgunaan

Narkoba.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Dacrah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba meliputi:

a.

Upaya pencegahan

menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

peredaran gelap Narkoba;
menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di daerah; dan

mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di
dacerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB Il
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 7
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

dilaksanakan melalui kegiatan:

a.

b.

penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba;
pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai

bahaya penyalahgunaan Narkoba;
peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk

melakukan pengawasan terhadap sctiap kegiatan yang berpotensi terjadi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

memberikan upaya khusus bagi penyalahguna Narkoba; dan

melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau

instansi terkait.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

TR e a0 o

keluarga

Satuan Pendidikan;

institusi Pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
Pemondokan; ,
Badan Usaha;

Tempat Usaha;

Hotel/Penginapan;

Tempat Hiburan; dan

Media Massa.
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Bapian Kedun
Upaya Pencegahan melalui Keluarg a

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

a. membenri pendidikan keagamaan,

b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya deng an anak;

c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan
mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkoba; dan

d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Penanggungjawab Satuan Pendidikan wajib:

a. menetapkan tata tertib sckolah mengenai penyusunan kebijakan pencegahan,
penyalahgunaan dan  peredaran gelap Narkoba dan mensosialisasikan  di
lingkungan Satuan Pendidikan;

b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba di masing-masing
Satuan Pendidikan;

c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki
kecenderungan menyalahgunakan Narkoba;

e. berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;

f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang
terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan

g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan satuan
pendidikannya.

Pasal 11
(1) Perangkat Dacrah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang
pendidikan bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf ¢ di Satuan
Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, bersama dengan PPNS.

(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi

'Sebagal'ﬂ"lana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan
intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
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Pasal 12

(1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan
yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan
yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat
penyalahgunaan Narkoba, Satuan Pendidikan wajib:

a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar
menga jar; dan

b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan
dan/atau rehabilitasi.

(3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti
mengedarkan Narkoba, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat membernkan
sanksi berupa:

a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
b. sanksi lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan.

(4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan
hukum tetap.

(5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan
sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan
sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
setelah:

a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1
Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah
dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 13
(1) Setiap institusi Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di daerah
berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada
masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat
Daerah/lembaga terkait.
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Pasal 14
(1) Sctiap pimpinan institusi Pemerintah Dacrah dan lembaga Pemerintah di daerah
wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunann dan peredaran
gelap Narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya ngar
tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
(2) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan
cara:

a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat
pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan
mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba selama menjadi pegawai;

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai
bahaya penyalahgunaan dan pecredaran gelap Narkoba, secara sendiri atau
bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait;

¢. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat
yang mudah dibacea di lingkungan kerjanya;

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gclap Narkoba
yang terjadi di lingkungan kerjanya kcpada pihak berwenang; dan

e. melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau
instansi terkait kepada seluruh Perangkat Dacrah sebanyak 2 (dua) kali dalam

sctahun.

Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah dapat menctapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai
Negeri Sipil Daerah, antara lain:
a. memiliki surat keterangan bcbas Narkoba dar rumah sakit milik Pemerintah
Daerah dan/atau instansi vertikal,
b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan
tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba sclama menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi
hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba.
(2) Pemerintah Daerah dapat menctapkan persyaratan bagi calon Pejabat Tinggi

Pratama, antara lain:
a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah

Daerah dan/atau instansi vertikal,

b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan
tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba sclama menjadi
Pejabat Tinggi Pratama dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti
melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
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Paragraf 2
Perce.~ihan melalu DFRD

Pasal 16
(1) Rimpinan DPRD wajib melakukan upava pencegahan terhadap penvalah gunaan
dan peredaran gelap Nark oba dengman melakukan pengawas<in terhadap lingkunga n
kenanva agar tidak terjadi perexdaran gelap dan penvalahgunaan Narkot a
(2) Pengawasan sebiygmnmana dimaksud pada avat(l) antara lain dengan caz2
a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat
Pernyvataan di  atas  kertas bermeterai vang menvataikan txak 2axan
mengedarkan dan/atau menvalah_ecunakan Narkoba selama menjadi pimprma n
dan anggota DFRD:
b. ikut melak sanakan  Kkampanve dan penvebesiran informasi yang benar
menoe nal bahawva penyvalahg-unaan dan peredaran gelap Narkoba:
C. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tezz &
vang mudah dibaca di lingkun_gan kerjanva:
d. melaporkan adanyva indikasi penvalahgunaan can peredaran gelap Narkche
vang terjadi di lingkungan kerjanva kepada pihak berwenang: dan
g, 'ﬁelakul\ an ke_giatan tes unne di lingkungan kerjanva berkeria sama cengan
instans1’ vertkal dan/atau instans: terkanw sebanvak 2 (dua) kall cdalam
setahun.

Baean Relima
Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama. Badan Usaha, Tempat Uszha.
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 17

Penanggung jawab Pemondoxan dan/atau Asrama wajib melakulkan peg=nesan

terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanva agar ©dak ceczdi

penvalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. dengan cara: ’

a. membuat peraturan ‘ang melarang adanya Xegatan penvalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba di lingkungan Pemondokan dan/azau Asrama sema
meletakkan peraturan tersebut di tempat vang mudah dibaca;
bahava penvalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

¢. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama vang cdikeblanva uniuk
menandatangani surat permnvataan di atas kertas bermeterai vang ::e:.-.\-a:aj-:an
tidak akan mengedarkan dan/atau menyvalahgunakan Narkoba seaTa memged
penghuni;

d. melaporkan adanya indikasi penvalahguraan dan peredaran gelap larkobe wng
terjadi di lingkungan Pemondolxan dan/atau Asrama vang cdikebpanmyva irpaca
pihak vang benvenang: dan

e. bertindak kooperatf dan poakdf kepaca aparat penegak hukum ika ®rad
penvalahguraan dan peredaran gelap Narkosa di limgkunean e—-a-«’c..g_n
dan/atau Asrama vang dikelola_nva.
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Pasal 18

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat

Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan  dan

Tempat Hiburan vang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan

penyalahgunaan Narkoba, antara lain dengan cara:

a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas
bermeterai  yang  menyatakan  tidak  akan mengedarkan  dan/atau
menyalahgunakan Narkoba selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat
Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;

b. ikut meclaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai
bahava penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang
mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan
Tempat Hiburan miliknya,

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang
terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat
Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan

e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Badan Usaha,
Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Media Massa di Dacrah

Pasal 19
Media Massa di daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan
terhadap penyalahgunaan dan percdaran gelap Narkoba dengan cara antara lain:
a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB IV
UPAYA KHUSUS

Pasal 20
(1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus scbagaimana dimaksud dalam
ketentuan perundang-undangan.
(2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pendampingan; dan
b. advokasi.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

a. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum
cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya melalui tes urine dan/atau tes darah (blood test);

b. Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum
cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
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(5)
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C. Penyalahgunn Narkotika, Piikotropikan dan 2t Adik il Laninyga yang, sudah
cukup umur yang melaporkan diri atau dilispotkan keluary anyis

Advolawi sebagpimana dimakesud pada ayat (2) huraf b dibenbasn yepada

0. Penyalalguna Narkotika, Paikotropika dan Zat Adik il Lannys yany beium
cukup umur, yang terindilani mengg unskan Narkonks, Psivotrogais, dan Zat
Adiktif Lainnya melalui ten urine dan/atau tes darsh (Wlood test),

b. Penyalahguna Narkotika, Psikotropik s dan Zot Adiktil Lasnnys yang i
cukup umur, yang tertangkap tangan membaua Narkotbas, Pebvattogra, dan
Zat Adiktil Lainnya yang tidak melebihi ketentuan  persturan perundazng-
undangan;

c. Penyalahguna Narkotika, Puikotropika dan Zat Adiktif lLainnys yang wuedah
cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluzsryggiy:s, danfatisu

d. keluarga dari Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikf [zinsys
schagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurufc,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan  pendampingsan  dan  advoras

schagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur deny an Peraturan Bupz:0.

BAB IV
PENANGGULANGAN

Bag jan Kesatu
Upaya Penanggulangan

Pasal 2]

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

a.
b.

(1)

(2

(3)

(1)

penyala hg unaan Narkoba;
peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoha

Pasal 22
Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimak sud dalam Pasz] 21
huruf a dilaksanakan melalui rehabilita s,
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Rehabhilitasi Medis;
h. Rehabilitasi Sosial;
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial s~hagairnana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan terhadap Penyalahguna Narkoba.

Pasal 23
Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkoba yang belum cukup umur waiib
melaporkan kepada IPWL yaitu Rumah Sakit atau Puskesmas dan/atau !embalga

non IPWL untuk mendapatkan peng P i
P gobatan dan/atau perawatan H
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. e —
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(2) Penyvalahguna Narkoba yang, sudah cukup umur waph melagrorican din) arau
dilaporkan keluarganya kepada Rumah S.akit, Puskesmas, dan/atau lenidags
Rehabilitasi Medis dan Rehabilit asi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintsh danf sty
Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penpobatan dan/atau peravastan ., b
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke [PV yaity Pumnsh Sarn
atau Puskesmas dan/atau lembaga non IPV/L sebagaimana dirnalesud pzada 2540 (]
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Selain melalui pengobatan dan/atau R ehabilitasi  Medis, penuemuhan
Penyalahg una Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemenntsh Dzetan dan/azu
masyarakat melalui pendek atan keagamaan dan tradisional.

(2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam k etentuan peraturan p«rundan;z-und anyzn.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi whag zinnanz
dimaksud pada ayat (2] diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 25
Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkoba dis £lenggarzkian oleh invzns
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarak at.

Bagian Ketiga
Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap liaskolha

Pasal 26
Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkoba sebzgaimana dmaxsd Aalzm
Pasal 21 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunézng-
undangan.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 27

(1) Terhadap Penyalahguna Narkoba yang telah selesai menjalani reha bilsasi
dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan ioerizelaniutan dema n
mengikutsertakan masiarak at.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilaksangian
oleh Bupati melalui Perangk at Daerah terkait.

(3j Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pala avel (2;
Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3] bertanggungiaswab xepa da By rau.
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Pasal 28

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimaksudkan
untuk memotivasi Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi agar dapat menggali
potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang
lebih baik.

(2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi dapat dilakukan:

a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;

b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan

c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

(4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

(5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

(3)

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala
kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di daerah dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VII
FORUM KOORDINASI

Pasal 30
(1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba di Daernh dibentuk forum koordinasi.

{2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. lembaga Pemerintah di daerah; dan
c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/
pemuda.
(3) Ketentuan lebih lanjur mengenai pembentukan forum koordinasi diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan

penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan
Narkoba;

c¢. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan
Narkoba;

d. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan
penyalahgunaan Narkoba di wilayah masing-masing;

c. membentuk wadah partisipasi masyarakat dengan membentuk satuan tugas di
tingkat rukun tetane ga;

f. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi
terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

g. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan
keluarganya; dan/atau

h. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna
Narkoba.

(2

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 32

(I) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak
hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

(2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk
lainnya pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI).

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BABX
PELAPORAN

Pasal 33
(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba lingkup Pemerintah Daerah kepada
Gubernur Sulawesi Tenggara.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6
(enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
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BAIY X1
PI.MBIAYAAL

Panal 34
(1)Pemerintah  Daerah membiayai  pelaksannnn  kegintan  pencegstan dan
penanggulangan terhadap penyalabg unann  dan peredaran gelinp Hikaohis d)
lingkup Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan schagaimana dimaksud pada ayiat (1) bersumber pacdo Aniggunn
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan/intau sumber lnin yang ealy veownl dengan
ketentuan peraturan perundang-undang; n.

Pasal 35
Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advolasl bagl enyadopmn
Narkoba.

Pasal 36
Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan fauilitasi kegiatan penceygptan dan
penanggulangan terhadap penyalahguna.an dan peredaran gelap Hesrlioba di lingkoup
perusahaannya.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

(1} Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14
ayat (2), Pasal 16 ayat (2}, Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dikenakan sanknd
administrasi.

(2) San'«si administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran,
b. peringatan tertulis; dan
c. denda administratif

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimak sud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara
bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

(4] Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari scjak diberikannya peringatan sehag aimana
dimarcsud pada ayat (3] tidak menaati, terhadap penang gung jawab Satuan
Pendidikan, penanggung jawabh Pemondokan dan/atau Ausrama, pimpinan institusi
Pemerintah Daerah dan lembaga Pemerintah di daerah, Pimpinan DPRD,
penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat
Hiburan akan dikenak an denda admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

(5) Denda s#bagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah,

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38
Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha,

Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat
peredaran Narkoba.
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BAB XIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha,

—— ~reTl pada tanggal X pehrwan 2021
I’/\RAI_ KC)CW_’FNN/\";\
HIT/SATUAN KLRJA | PA} _Elifak,_
| SEXDARAD MONA | 4 |
ASIS Hb._:I— N |
BACAAN HULUM -
PINGELOLA '

NP R RS Ve LR R

p—

Diundangkan di Raha
pada tanggal S Feprai 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ALIBASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 7...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA:
4/24/2021
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